
 

 

 

 

 
PIDATO KUNCI 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH 

PADA ACARA 
RAKOR SOSIALISASI MONEV  

MASA PENDEMI CORONA-19 DAN PENYAMPAIAN 
HASIL PENILAIAN INFORMASI WAJIB BERKALA  

TAHUN 2020 
SEMARANG, 29 JULI 2020 

 

Assalaamu`alaikum wr.wb  

Selamat pagi dan salam sejahtera 

untuk kita semua; 

 

Yang saya hormati, Ketua dan Para Komisioner 
Komisi Informasi Jawa Tengah; 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Jawa Tengah selaku PPID Utama Jateng; 
Para Peserta Rakor yang berbahagia; 

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, hari ini kita masih dikaruniai 
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kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti 

Rakor Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dalam 

Masa Pandemi Corona-19 serta Penyampaian 

Hasil Penilaian Informasi Wajib Berkala, secara 

virtual melalui zoom meeting. 

Mengawali sambutan, saya sampaikan 

apresiasi kepada seluruh Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi, baik di SKPD 

Pembantu maupun di Kabupaten/Kota, karena 

telah memberikan kontribusi secara konsisten dan 

berkelanjutan dalam mendukung implementasi 

keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah. 

Bapak-Ibu, tata kelola informasi publik 

selama masa pandemi Covid-19 harus dilaksana-

kan dengan baik, supaya masyarakat merasa 

lebih tenang dan tidak panik, serta meng-

antisipasi terjadinya disinformasi. Ditambah lagi 

akan dilaksanakan Pilkada serentak yang Insyaa 

Allah pada bulan Desember 2020. Melalui PPID, 

pengelolaan informasi publik baik secara regular 

maupun selama pandemi Covid-19, serta 

informasi terkait Pilkada wajib diterbitkan 
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sehingga perlu dilaksanakan sistem monitoring 

dan evaluasi (monev).  

Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, 

maka penilaian tata kelola informasi publik yang 

dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Tengah (KIP Jateng) tidak saja melihat aspek 

normatif kewajiban badan publik dalam 

melakukan layanan informasi, tetapi pada tahun 

2020 ini juga melakukan penilaian pada program 

keterbukaan informasi pada pelayanan publik 

terutama pada RSUD Kabupaten/Kota, serta 

Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu, juga melakukan penilaian tata kelola 

pelayanan informasi di KPU Kabupaten/Kota, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai bentuk apre-

siasi atas pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan 

informasi publik, dalam rangka menunjang 

pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 

2020. 

Kegiatan evaluasi dan penilaian tata kelola 

informasi publik, pada prinsipnya diwujudkan 

melalui penyediaan dan pemberian data dan 

informasi publik menggunakan pendekatan Open 
Data, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mening-
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katkan kadar transparansi pemerintah, efisiensi 

dan efektivitas pelayanan publik, serta sebagai 

bentuk adaptasi kebiasaan baru (new normal). 

Peserta Rakor yang saya hormati; 

Sebagai perwujudan pelaksanaan UU Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP), telah kita ketahui bersama 

bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 

secara regular melaksanakan kegiatan penilaian 

tata kelola informasi publik pada badan-badan 

publik, yang acara puncaknya adalah peng-

anugerahan badan publik khusus pada Badan 

Publik yang informatif. 

Penilaian ini, salah satunya bertujuan untuk 

mengetahui dan menilai kepatuhan Badan Publik 

dalam menjalankan kewajiban mengimplemen-

tasikan UU KIP, antara lain mengumumkan, 

menyediakan, dan melayani permohonan infor-

masi publik, serta melakukan pengelolaan 

informasi dan dokumentasi. Kegiatan ini juga 

diharapkan mampu menjadi motivasi positif bagi 

Badan Publik untuk terus berbenah diri dalam 

memberikan layanan informasi publik sesuai 

standar layanan informasi publik. 
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Tahun 2020 KIP Jateng mengangkat isu 

Tata Kelola Keterbukaan Informasi Pelayanan 

Publik Dalam Masa Pendemi Corona-19, tema 

yang diambil sesuai dengan isu global terkait 

Pandemi Covid-19 yang terjadi juga di Jawa 

Tengah maupun Indonesia. 

Selain sosialisasi kegiatan monev, hari ini 

juga akan disampaikan hasil penilaian informasi 

wajib berkala SKPD di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut: Kategori 

Sangat Baik: 28 SKPD, Kategori Baik: 5 SKPD, 

Kategori Cukup: 4 SKPD, Kategori Kurang: 3 

SKPD, Kategori Sangat Kurang: 1 SKPD, Tidak 

menyampaikan Informasi Pendemi Covid-19: 4 

SKPD, Tidak  Menyusun  dan  Menetapkan  Daftar  

Informasi  Publik  Tahun  2020: 6  SKPD, serta 

Tidak melakukan Uji Konsekuensi Informasi 

Dikecualikan: 7 SKPD. Kepada SKPD yang belum 

maksimal dalam implementasi keterbukaan 

informasi publik saya minta lekas berbenah dan 

untuk SKPD yang sudah pada kategori sangat 

baik tetap mempertahankan tata kelola informasi 

publiknya secara optimal. 
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Bapak-Ibu yang berbahagia; 

Demikian yang dapat saya sampaikan pada 

kesempatan ini.  

Semoga Tuhan Yang maha Esa selalu 

meridhoi, melindungi dan memudahkan usaha 

luhur kita dalam membangun Jawa Tengah.  

Sekian, terima kasih. 

Wabillahi taufik wal hidayah, 

Wassalamu`alaikum Wr Wb.   

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH 

 
HERRU SETIADHIE, SH, M.Si 

 


